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BUPATI  MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 32 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH   

KABUPATEN MADIUN 

TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata 

perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Kerja Daerah, perlu menyusun 

perubahan RKPD karena pelaksanaan RKPD tahun 

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun 

Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 
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 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  

Perencanaan  Pembangunan  Nasional; 

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ; 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)                 

Tahun 2005 – 2025; 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Masyarakat; 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 

Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Stabilitas 

Sistem Keuangan; 
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 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan 

Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ Dan Nomor 

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

APBD Tahun 2020 Dalam Ragka Penanganan Covid-19 

Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 

Perekonomian Nasional; 

 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam 

Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional; 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN 

TAHUN 2020. 

 Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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 3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

 4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui 

urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 

waktu tertentu di Daerah. 

 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

 7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah. 

 9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah. 

 10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat P-RKPD adalah perubahan 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

   

Pasal 2 

 P-RKPD Kabupaten Madiun dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pembangunan untuk memadukan dan 

mensinergikan rencana program dan kegiatan P-RKPD 

Kabupaten Madiun Tahun 2020. 
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Pasal 3 

 (1) P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  disusun 

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun             

2018 – 2023. 

 (2) P-RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan 

Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) serta Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2020. 

    

  
 

Pasal 4 

 (1) P-RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  

 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

 BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 

 BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 BAB VII : PENUTUP 
 

 (2) Uraian secara rinci P-RKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

  
 

 

Pasal 5 

 (1) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan    

P-RKPD Tahun 2020 dan menjabarkannya ke dalam 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan        

P-RKPD. 
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Pasal 6 

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 

 

Ditetapkan di Madiun 
pada tanggal 29 Juli 2020 

 

BUPATI MADIUN 
 

ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 
 

Diundangkan di Madiun 

pada tanggal 29 Juli 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MADIUN, 

              ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

         
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 32 

SALINAN 
     Sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd. 

ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
 
 

 
 

 
 
 

 


